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ABSTRAK

Corona Virus Disease atau lebih dikenal dengan COVID - 19
merupakan virus jenis baru yang membuat meningkatnya kewaspadaan terhadap
kesehatan masyarakat g obal dan masyarakat dunialIni bermula, pada saat WHO

e ngena| virus pneumonia

W.a ‘h k '@ ﬂ Cina. Pada tanggal 2
Vtwm‘% gor

05 pengendalian

ﬂ )tokol kesehatan

i, Memakai masker,

arakat tetap dapat
beraktivitasi§ecs an o . kesehatan orang
lain. Rantaifpe : ak hanya menjadi
' uk menghentikan
ggunakan metode
penelitian penelitian atas

masyarakat

dilakukan dengan
of entuk satgas Covid-
gendalia ﬁ!’ pencegahan Covid-
el pemerintah daerah

ihan, dan Tim pakar.
3 Jitetapke giflimpai masyarakat yang
tidak mengindalilg# . enyimpangan ataupun
pelanggaran terhaglay : ehifigoa para penegak hukum
menerapkan beberapafisa ‘ Bsial bagi para pelanggar

mengeluarka
19 yang mer
19. Untuk K

Kata Kunci : Corona Virus, Penegak qukum, Protokol Kesehatan
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ABSTRACT

Corona Virus Disease or better known as COVID-19 is a new type of
virus that has made increasing awareness of global public health and the world
community. It started when WHO received a repori cember 31, 2019 regarding

ementing PSBB
aining distance,

3 PEQPle can continue to

carry out agkin € 3 safe galth of others. The
atelye It is not only the

e role in stopping
I e author uses an
empirical sc al lega arch me : a8Barch on society in
the field.

[l out by issuing the
@Covid-19 task force
s id-19. For regional
policies, actid : Cal( ¢ 240 contain 4 aspects,

e q . However, from the
regulations that 0 do not heed these
rules, resulting ealth protocol, so law
enforcers apply severalfat g.san la@lPSanctions for violators of

Keywords : Corona Virus, Law E Protocol on Hygiene
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang M

Aman akan selalu
ada ser A [ 3 ganhidup manusia.

adilan, ketentuan-
ketentuan idupan manusia.
Perkembangar an-ketent ’ ‘;3 giplementasiannya
memperliha kum yang saat ini
dijalankan engan kebutuhan

masyarakat,

sudah di laporkan oleh Pemerintah Cina kepada WHO. Perkembangan COVID-19 ini
semakin bertambah dan bukan hanya terjadi di China, tetapi meluas secara cepat ke
berbagai Negara dan dunia termasuk diantaranya Indonesia. Dimana angka kematian

meningkat, sejak akhir Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai virus
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yang membahayakan bagi masyarakat, terhitung sejak Maret 2020 virus ini

dinyatakan menjadi pandemi. (Syafrida,Hartati 2020)

Pandemi Cpvid-19 sudah mengganggu, keadaan hidup masyarakat.

untuk meng an at peratu ] angStandar kesehatan
masyarakat adirka va negara akat. Sebab pada
hakikatnya Negéfa ada unt perika alperindungan. Di negara

Indonesia, kegalafpemeri etap al dista gan menyerukan agar

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.” Menurut aturan perundang-undangan, sebagai Negara hukum,
Indonesia berdaulat dan berkewajiban memberi perlindungan kepada masyarakat.

Pemerintah mengeluarkan peraturan yang berlandaskan konstitusi, ini merupakan

salah satu bentuk tindakannya. Kemudian hal ini dilaksanakan negara dengan
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menerbitkan UU NO. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. (Dr. Yoan

Nursari Simanjuntak, S.H. n.d.)

Kemudian _pemerintah menetapkan proggam PSBB (pembatasan sosial

berskala besa ‘lmu aturan Pemerintah No.
pka Percepatan
perbuatan yang
harus dilaksag yaite ortl. jata Agafaan, meliburkan

sekolah, te an pe 2 NUm. (Rahmat Saputra

2020)

den menerbitkan
kebijakan berupaske e pahan atas Keputusan
Presiden No. ) > paken Penanganan COVID-
19. Hal ini b . flemi baik dari pusat
sampai daerah mbangkan ketahanan
nasional di bagia Non Kementrian, Polri

Selain peraturan atau kepUtéiSan presiden, setiap kepala daerah juga diberi
kewenangan untuk membuat aturan bagi daerahnya dalam rangka pencegahan dan
pengendalian COVID-19. Di wilayah Hukum Kabupaten Pelalawan sendiri di

keluarkan aturan tantang pelaksanaan ketertiban serta penegaka hukum tentang
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kesehatan (prokes) sebagai usaha pencegahan dan penanggulangan Corona Virus

Yakni “Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2020”.

Disini pengliti tertarik untuk mengangkat perihal penegakan hukum

banyak. Jummial - upater afilin 2020 sebanyak
386.428 ji
sebanyak 18

penduduk terBesail*Pangk 56 . grangitan paling sedikit di

yang berbeda, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina
Kesehatan, dan Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP, yang
dibangun oleh “Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020” tentang Penetapan

Penyakit Corona Virus Darurat Kesehatan Masyarakat (COVID 19), pedoman masa

lalu memperkuat standar dalam Keputusan Kapolri Nomor Mak/2/111/2020 untuk
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mengambil tindakan tegas terhadap individu yang ceroboh dalam urusan sosial.
Untuk sementara, relevansi penahanan PSBB dengan hipotesis disiplin merupakan

opsi terakhir (ultimum remidium) bagi pelaku PSBB.(Kadafi, Aditia, and Firmanto

. Pasal 216 ayat (1) KU #tkan : barang siapa yang sengaja enggan
mematuhi aturan yang dilaksanakan berdasarkan UU oleh penegak hukum
yang bertugas mengontrol sesuatu, atau pejabat yang berwenang untuk
mengusut atau memerika tindak pidana, begitupula barangsiapa secara sengaja

menghalangi, mencegah atau membuat gagal suatu perbuatan untuk
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melaksanakan ketetapan UU yang dijalankan oleh seorang penegak hukum
tersebut, di kenakan pidana penjara maksimal 4 bulan 2 minggu atau denda
maksimal Rp. 9.000,00.

4. Pasal 218 aat masyarakat sedang

".'l.»
ebui

€

g tidak mengikuti
Pasal 9 ayat (1)

yang kemudian

N \"5&\‘\%‘

N\ 5

dikenakan pidana

=
=5
o
o
o
oD
D
wn
)
O
D
c
3
O
QD
o)
S
S

Dampak yang terjadi apabila masyarakat di Indonesia khususnya di wilayah hukum
Kabupaten Pelalawan tidak mematuhi protokol kesehatan ini dapat menyebabkan

peningkatan angka penularan kasus COVID-19. (kompasiana.com n.d.)
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Atas dasar pemikiran dan uraian diatas, maka peneliti memberi judul
penelitian ini “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan

Dalam Rangka Pencegahan COVID-19 di Wilayah Hukum Kabupaten

Pelalawan”.

peneliti

yakni:

a. Mengetahui penegakan "8 terhadap pelanggar protokol kesehatan
dalam upaya pencegahan COVID-19 di Wilayah Hukum Kabupaten
Pelalawan.

b. Mengetahui hambatan dalam penegakan hukum protokol kesehatan dalam

upaya pencegahan COVID-19 di wilayah hukum Kabupaten Pelalawan.
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2. Manfaat penelitian
a. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk sumber pedoman

engetahui aturan
kesehatan dalam

KUHP maupun

h pihak khususnya

enerapkan protokol

1) Penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan kepada aparat

penegak hukum dalam upaya penanganan COVID-19.
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2) Diharapkan penelitian ini dapat menemukan hambatan yang terjadi

di lapangan dalam penerapan sanksi terhadap pelanggar protokol

kesehatan.

1.

dkan pemikiran
tentang pemie astian hu i alam dunia nyata. Jadi
otorisasi r torisasi peraturan
adalah met ang terlib 1 mengajukal 2 apkan atau benar-
benar menjala 'St2 an sebagai | penghibur dalam
kemacetan jam sibuk Y pa@h persahabatan dan

negara. (Ly
erletak pada tindakan
memadukan hul pedoman besar yang
dicontohkan dalam p buat, tanpa henti mengikuti

Beberapa faktor yang memiliki kepentingan yang tidak memihak
mempengaruhi kemajuan regulasi implementasi, sehingga dampak positif dan

negativnya terletak pada substansi variabel-variabel tersebut. Variabel ini memiliki
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hubungan erat yang saling berkaitan, yang merupakan intisari dan tolak ukur

kecukupan implementasi regulasi.

Menurut Sgejono Soekanto, teori penegakan hukum dipengaruhi atau

dan menerapkan

hukum. SalaliPSs Cl ke implementas S afisikap atau karakter
aparat hukuimg kenaan dengan | atliran oleh masing-
masing kan aratan pe : adi : apfharus diungkapkan,
dirasakan, d I !

kum.

yang diinstruksikan
adai, implementasi
master regulasi mungkin

#S1 peraturan, karena kebutuhan
dilaksanakan di dalam daerah.

Semakin tinggi kesadaran hukum, S ungkin persyaratan regulasi besar.

e. Faktor Sosial

Khususnya karena karya, inovasi, dan selera dalam kaitannya dengan
dorongan manusia dalam aktivitas publik. Budaya Indonesia menjadi landasan
penggunaan peraturan baku. Pemberlakuan regulasi yang tersusun (regulasi) harus
mencerminkan kualitas yang menyusun premis regulasi standar. Dalam persyaratan
regulasi, semakin banyak perubahan antara regulasi dan cara hidup individu, semakin
mudah implementasinya.(Soerjono Soekanto. 2008.)

10
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Seperti yang dikemukakan Freidman, tercapai tidaknya persyaratan
regulasi bergantung pada substansi undang-undang, rancangan undang-
undang/organisasi yang sah, dan budaya yang sah.

1. Substansi yang sah adalah keseluruhan standar yang sah, standar yang sah, dan
asas-asas yang sah, haik yang tidak tertulis maugun tertulis, termasuk pilihan
pengadilan.

2. Desain ya ° ‘ eseluruhe : ‘ ar ggulasi, di samping
arn ereka; kantor
asihat hukum

a Sah ada _ a gy dan pendekatan
bertindak, %03 nelaksa egulas Jari an dan perakitan
mekanis  Saj3 DU , angkaiar hukum umum.
Konsekuensinya vrence v - “.' ntingnya Budaya
Hukum (Le e).(R an :

Istilah tindak pidana merupakan interpretasi dari “strafbaar feit”, dalam
KUHP tidak ada alasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit.
Strafbaar feit adalah istilah Belanda yang unik yang telah diubah ke dalam bahasa

Indonesia dengan implikasi yang berbeda, termasuk:

11
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1. Kesalahan

2. Delik

berperilakunya. Menurut Simon, suatu perbuatan melanggar hukum memiliki

komponen-komponen yang patut diatur, bertentangan dengan hukum, diajukan oleh
individu yang tercela, dan individu tersebut dipandang bertanggung jawab atas

kegiatannya.

12
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Dari sebagian penilaian ahli peraturan pidana ini, demonstrasi kriminal

memiliki komponen-komponen berikut:

1. Adanyagkomponen objektif sebagaigperbuatan yang bertentangan

cROITAS ISLap,
. ){gﬂb ol B Utrecht n.d.)

dapat dipida , itu/igek dia Al Ry 2 . ang-undangan, atau

dalam bahasa

1) Dalam KUHP, perbuatamssatah (misdrijven) yang terdapat dalam Buku
Il dan pelanggaran (overtredingen) yang terdapat dalam Buku I11 ini dibedakan.

2) Berdasarkan teknik rumusannya, dikenal pelanggaran konvensional
(formeel delicten) dan kesalahan material (material delicten).

3) Berdasarkan jenis kesalahannya, dikenal kesalahan yang didasarkan
kemauan (doleus delicten) dan kesalahan yang tanpa kemauan (culpose delicten).

13
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4) Berdasarkan jenis kegiatannya, cenderung dikenali pelanggaran-
pelanggaran dinamis/positif yang juga dapat disebut pelanggaran komisi (delicta
commissionis) dan pelanggaran nonaktif/negatif, juga disebut pelanggaran
pengawasan (delicta omissionis).

5) Berdasarkan waktu dan waktu
perbuatan pelangga ayang langsung terjag

ejadiannya, cenderung diakui
arbuatan salah yang belaku

flikenali sebagai
oleh siapa saja)
ciri-ciri individu

diharapkan sejauh
e delicten) dan

: S _ gl sangat baik dapat
dikenali je alaha a (ee ige delicte alaf n yang terganggu
adelicte Akcesalahan bel g (ge gfg de delicten).

aku kriminal tidak

"~ .ﬁf dilindungi, seperti
g tindakan kriminal
€Wajaran, dan sebagainya.

dibatasi jen
pelanggaran
penggandaan,

11) Dil ubal menjadi pembatasan,

clicte ) dan perbuatan yang
ey

Pengertian Peraturan adalah pedoman yang dibuat untuk membantu
mengendalikan suatu perkumpulan, yayasan/perkumpulan, dan masyarakat untuk

mencapai tujuan tertentu dalam hidup berdampingan, di arena publik, dan bergaul.

14
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Alasan dibuatnya pedoman atau aturan adalah untuk mengendalikan orang atau

masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. (M. Prawiro 2018.)

glisi antisipasi dan
pengendalia enteri Kesehatan
Republik

Kesehatan E feSyaraks FasilitaSe0milim Dalam Rangka

yaitu :

1. Pasar dan sebagainya
2. Plaza ritel/pusat perbelanjaan/toko dan sebagainya

3. Penginapan/motel/homestay/asrama dan semacamnya
4. Tempat makan/kafe dan lain sebagainya

5. Kantor dan latihan olahraga

6. Transportasi Stasiun/terminal/pelabuhan/terminal udara
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7. Area tempat liburan
8. Keanggunan/administrasi perawatan rambut dan sebagainya
9. Jasa ekonomi inventif (desain, fotografi, publikasi, distribusi, TV)

10. Kegiat g.agama di masjid atau gerej

pengunjun sing pihe ; ehingga pedoman

untuk masi

untuk mengh@da 8 C¢ kol keseha al fEngan sebutan 5M,

yaitu :

Menurut Kementerian Kesehatan, meskipun anda sehat dan tidak ada
efek samping infeksi, itu tidak berarti anda dalam kondisi badan yang sehat.
Penjelasannya, Covid bisa menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. (dr.

Fadhli Rizal Makarim)
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Dimasa pandemi COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan beberapa
Undang-Undang untuk mengatur terkait penerapan perotokol kesehatan dalam rangka

pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Indonesia. Dalam rangka menanggulangi

gkah Kk erapkan Indonesia salah

““ .96 atang Pedoman

A\ ) L
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~
)
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>
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Di wilayah hukum KaB#éipaten Pelalawan, aturan hukum tentang
kebiasaan baru ini di tuangkan dalam Perbup Pelalawan tentang “Penerapan Disiplin
Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan

Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) di Kabupaten Pelalawan No. 63 Tahun

2020”. (Riau24.com n.d.)
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E. Konsep Operasional

Mengenai defenisi operasinal, disini penulis akan memaparkan perihal

yang berkaitan dengan_arti dan makna dari judul pegelitian, agar tidak ada kesalah

asubjeknya, penegakan

hukum tertentu untuk

(Robby aneuknangroe 2013)

Pelanggaran Menurut Wirjono Prodjodikoro adalah “overtredingen” atau
pelanggaran mengandung pengertian demonstrasi yang menyalahgunakan sesuatu dan
dihubungkan dengan hukum, sama saja dengan demonstrasi yang tidak sah. Untuk

sementara, menurut Bambang Poernomo, pelanggaran bersifat political-on-recht dan

18
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pelanggaran bersifat criminal-on-recht. Politic-on recht adalah demonstrasi yang tidak
mengikuti larangan yang tidak sepenuhnya diselesaikan oleh para ahli negara.

(Prodjodikoro Wirjono 2003)

dah  menyebabkan
inurun, malah
g=tifokah laku baru,
2020 tentang
Dalam Pencegahan
pernur, Wali Kota,
yang di dalamnya

dapat sanksi bagi

2) Mengenai Karantina Kesehatan, UU No. 6 Tahun 2018

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
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4) Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan,

Intruksi Presiden (INPRES) No. 6 Tahun 2020

ini  merupakan

penelitian  yang
menggambarkan hal-He dan memaknai hal-hal yang terkait
dengan menggambarkan secara nyata dan tepat realitas atau kualitas
terkini dari populasi tertentu di bidang tertentu. Karena eksplorasi ini
hanya menggambarkan sebuah artikel, pemeriksaan ini bersifat

ilustratif.(Sadi, Muhammad Pengantar ilmu hukum )
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2.

Lokasi Penelitian

ber informasi dan

menyalahgunakan

yaitu:

1) Kasubag POLRES Pelalawan

2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan
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3) Ketua SATGAS COVID-19 Kabupaten Pelalawan

4) Pelanggar

Kajian ini yang dijadikapgP@rRentuan contoh atau sampel,

Jumlah

macam data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Di

penelitian ini ada data primer (utama) dan data sekunder (pendukung).

a. Data primer merupakan data yang didapat secara langsung oleh

peneliti dari berbagai pertanyaan. Yang langsung terlibat sebagai
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sumber data primer ini yaitu, dengan cara wawancara, penelitian

(observasi), dan dokumentasi. Data ini didapatkan dari para

responden yakni Kasubag polres Pelalawan, KASATPOLPP,

keadaan tertentu merupakan metode kualitatif. Yang mana dalam
mengumpulkan data, peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara
aktif. (Gunawan n.d.)

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah:
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1) Wawancara.

Teknik wawancara adalah pengumpulan informasi berdasarkan

pertanyaan danajawaban dengan cara yanggefisien dan mengingat target

digunakan dalam

berbagai macam

dengan data lainnya menggunakan norma hukum, teori hukum, serta
asas-asas hukum dan di analisa. Hasil analisis yang tertera akan diuraikan
dalam bentuk penjelasan (deskriptif), dan digambarkan secara nyata
sesuai dengan kondisi objek yang ditemukan dilokasi penelitian. (Agusta

Ivanovich n.d.)
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Metode Penyimpulan
Sistem penyimpulan terhadap riset ini memakai sistem/metode

deduktif yang merupakan cara berpikir paling umum dari setidaknya satu

‘%‘é

—
D
>
—
QD
>
«
—
o
=}
~

agitentang penerapan

9. (Rahayu 2016)

AN BN
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%
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BAB 11

TINJAUAN UMUM

laran yang lebih
ketika seseorang

atau disebut juga

Dilaporkan Corona Virus sudah tersebar di 102 negara di dunia dengan
total kasus positif mencapai 110.000an jiwa. Yang mana pada awalnya penyebaran
besar terjadi di kawasan daratan China yakni 80.753 jiwa, diikuti oleh Korea Selatan
7.382 kasus, Italia 7.375 kasus, Iran 6.566 kasus, dan saat ini di Indonesia yang mana

setiap harinya kasus positif COVID-19 semakin meningkat. Virus dan penyakit baru
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ini diketahui setelah menyebar yang kemunculannya dimulai di Wuhan, Cina, pada
bulan Desember 2019. Corona virus (CoV) adalah keluarga besar virus yang

menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti

19 dapat g eks gBrat, seperti virus

musiman, 3 i e as ) pneumonia. Virus

sangat kritis dan stabil dengan persentase 100 kasus setiap hari. Peningkatan jumlah
kasus Covid-19 belum menunjukkan pola penurunan sama sekali. Ditemukan dari
dalam maupun luar negeri adanya jumlah korban Covid-19 bisa mencapai ribuan
kasus sampai jutaan di Indonesia. (Firdaus and Hendra Pakpahan Direktorat Jenderal

Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020)
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Wabah virus di Cina ini dapat terjadi ketika orang berbelanja hewan laut
dan daging yang bersifat lembab di Cina kota Wuhan, dimana tindakan higienis

sangat rendah diambil dengan mencampur adukkan penanganan anatara hewan liar

dan hewan ternak “1-. 0 sel n lokasi penyembelihan.

* i ad aMa.chi .‘
, da ‘ ‘ ‘R‘Hﬁ‘-“ .’ ber virus ini,

51 dari ular yang
ukkan gejala atau

dengan gej AN menyeba atic a mengkonfirmasi

musang. Efek samping yang norfma demam, retas dan kesulitan bersantai.
Gangguan Klinis diisolasi menjadi pneumonia ringan dan ringan dan pneumonia
serius. Penilaian contoh diambil dari usap tenggorokan (nasofaring dan orofaring)

dan saluran pernapasan bawah (sputum, cuci bronkus, suction endotrakeal).
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Pengasingan dilakukan pada pasien yang terbukti terinfeksi Covid-19 untuk

mencegah penyebaran yang lebih luas. (Yuliana 2020)

dunia, terrpase sia. Ban f@fencegahan ekstrem
enularan Covid-19.

Tentunya P a esia mene ﬂ: pwn maka  akan

RI, 2018).

Corona Virus diketahui memiliki beberapa gejala. Yang mana secara

umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus Corona, yaitu:
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1. Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius)
2. Batuk

3. Sesak napas

Corona yang menyebabkan orang tersebut merasakan :

1. Kesulitan bernafas
2. Nyeri dada atau tertekan pada dada

3. Hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak (Anisha 2021)
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Beberapa hal dapat memperluas pertaruhan Kketerbukaan terhadap
COVID-19 sehingga pandemi COVID-19 Covid-19 saat ini menyebabkan tekanan

mental dan aktual yang luas serta tingkat kesedihan dan kematian yang tinggi di

8. Menghadapi apa yang

-e -j‘
“ .Qa ividu, terutama

88(79%), kegugupan

ti 2020)

egah virus Corona
masuk ke 1 Sll, sejak adanya dua

kasus Covi li Indonesia. Paska

bidang social lainnya termasuk tenaga kerja.

Khusus untuk penyebaran covid-19 di Indonesia umumnya melalui tiga

jalur utama yang mungkin ditempuh :
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Pertama, penyakit yang bergejolak ringan dan berbentuk manifestasi dari penyakit

ringan yang menyeruapai penyakit pernafasan.

publik dan damai. Kemudian, P& pentingnya konvensi tumbuh sehingga
pentingnya dan pemahaman konvensi adalah catatan otoritas yang dibuat menjelang
akhir setiap pertemuan dan disahkan oleh semua anggota rapat, atau sangat tepat
disebut "perjanjian damai". Lebih lanjut, arti penting kata konvensi adalah arsip yang

memuat kebebasan dan komitmen, konsesi dan perlawanan yang digerakkan oleh
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seorang negosiator “protocole diplomatique or protocole de challerie” yang dalam
bahasa Indonesia dapat diringkas dalam “Tata tertib pergaulan internasional, sopan

santun diplomatic” atau yang disebut "rules of international politeness”. (Ryusnita,

WHO mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan mental, fisik dan kesejahteraan

sosial yang berfungsi secara normal tidak hanya dari keabsenan suatu penyakit.
Kemudian menurut para ahli dalam dunia medis, salah satunya Paune, ia menjelaskan

bahwa kesehatan adalah kenormalan pada fungsi-fungsi organ tubuh dalam
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menjalankan fungsi nya tanpa gangguan rasa nyeri atau kegagalan fungsi dalam
melakukan aktifitas. KEMENKES juga memberikan penjelasan dan defenisi

kesehatan yang dituangkan dalam UU No.23 Tahun 1992, yang berbunyi :

npa gangguan

mesti ditaa ch seluruh pertemuan  untuk k menyelesaikan
kegiatan dengemamé j@kol kesehatan terdiri

bari beberapaiinageal ti aha e ar(-alimah Mardiyah)

Pemerintah mengeluarkan aturan terkait protokol kesehatan yang mana
diantaranya KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor “HK.01.07/MENKES/382/2020” tentang Protokol Kesehatan Bagi
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Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (Kemenkes)

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan, Republik Indonesia Nomor

individu, : K alkindiv a[!-‘ an  melaksanakan

konvensi ké

deteksi dini Covid- Msur penanganan secara cepat dan efektif
seperti koordinasi dengan dinas kesehatan setempat untuk tracking,
pemeriksaan rapid/PCR serta penanganan lain. (Winarso Sugeng

2020)
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Pemerintah juga menyerukan kepada masyarakat untuk melakukan
beberapa upaya berupa :

1. Mencuci tangan

face shield dan masker.

3. Mengurangi Mobilitas
Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu

menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus

36



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah

berada di rumah.

berada di luar rumah. Perlu diingat, semakin sering bertemu individu,

semakin tinggi kemungkinan terpapar Covid-19.

Oleh karena itu, hindari tempat-tempat yang ramai, terutama

mengharapkan Anda bertubuh kecil atau berusia 60-an (tua). Seperti yang
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diperlihatkan eksplorasi, orang tua dan orang dengan penyakit tertentu memiliki

pertaruhan lebih tinggi untuk terkena Covid.

terjadi - sosial banyak

yang lebintRgrs ih be 3 ati pe 8ffa memungkinkan

setiap aset 1883 elompol ar: 51 untuk memutus
mata rantai gngan melaksanakan
konvensi kesg mesti mencakup :

(Kemenkes

a. Gunakan perangkat pertaffaman individu seperti masker yang menutupi
hidung, mulut, dan rahang dengan asumsi Anda harus pergi keluar rumah atau
bekerja sama dengan orang lain (yang mungkin berkomunikasi dengan Covid-19).
Dengan asumsi Anda menggunakan masker, Anda harus menggunakan masker kain 3

lapis.
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b. Bersihkan tangan secara rutin dengan sabun dan air mengalir atau gunakan
hand sanitiser. Selalu berupaya agar tidak memegang mulut,mata dan hidung

menggunakan tangan yang belum dibersihkan (yang mungkin tercemar oleh butiran

sosial, perancs 11asi y e lemgan cara membatasi
mobilitas di& ' da 4‘. ’ in dapat melalui
pembuatan ' :

d. Mei atkan imun tu engan malaksa ghilaku Hidup Bersih

ketempat-tempat umum.
2. Perlindungan Kesehatan Umum
Asuransi kesejahteraan umum adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh

semua bagian lokal untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran virus corona.
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Potensi penularan Covid-19 di tempat terbuka dan tempat kerja adalah karena
kemajuan, pertemuan, atau upaya terkoordinasi individu yang dapat mendorong

kontak nyata. Untuk keamanan bantuan pemerintah secara keseluruhan, kewajiban

kepala, penyeleng | J yab atas tempat-tempat

umum g Q 3‘

RI, 2020 &
’ _ ol

t: (Kemenkes

plalui  sosialisasi,

ELL1Y

rikan pemahaman

pionir daerah, dan

=
Anaaty

merokok diruangan terbuka, di kantor, dll.

b. Komponen penemuan kasus (membedakan)

1) Pendampingan di lokasi awal untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19,
yang seharusnya dapat dilakukan dengan perencanaan bersama dengan dinas

kesehatan lingkungan atau kantor administrasi kesejahteraan.
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2) Pemantauan penyakit (efek samping demam, batuk, pilek, siksaan)
tenggorokan, serta berangin) ke semua orang secara terbuka tempat dan kantor.

c. Komponen merawat secara cepat dan benar (responsif)

lebih luas,

atau kantor
penilaian Real Fime \ : : R), & erawatan lainnya
tergantung
terbuka da

pengaturan

mendasar

dan pengawasan.
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C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol
Kesehatan

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya

adalah kegiatan
menyerasik dah-kaidah yang
mantap da penjabaran nilai
tahap akhi ! an, memelihara ¢ @Mankan kedamaian

pergaulan h

menjadikan undang-undang, baik dalam arti yang terbatas maupun dalam arti yang
luas, sebagai pembantu sosial dalam setiap kegiatan yang sah, baik oleh subyek
hukum yang bersangkutan maupun oleh penguasa pelaksana peraturan yang

sebenarnya. . diberikan usaha dan wewenang oleh peraturan untuk menjamin
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bekerjanya standar-standar sah yang relevan dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. (Satjipto Rahardjo n.d.)

Motivasi di balik persyaratan regulasi adalah untuk melindungi kepentingan

keyakinan . : ‘ S gifacli di arena publik.
Kepastian

menentu, sehing patkan sesus jfdpkan saat mengelola

ekuitas. Karena hukum tidak dapat dibedakan dengan keadilan dan hukum bersifat
umum, yang menganggap semua individu setara. Untuk mengakui kesetaraan bagi
semua individu, hukum seharusnya tidak berpihak pada satu pihak.(Mertokusumo

2010)

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum :
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1. Hukum itu sendiri
Tujuan hukum itu sendiri sebagai faktor penegakan hukum adalah karena

hukum berfungsi sebagai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik

penyelenggaraa onflik antara kepastian

hukum g Nl ‘ m\““ .&@ eadilan bersifat

(tujuh) tahumySeRingga hak enetapkan | ! ana ia hanya dapat
bergerak dalagabatas ma alittlyadatke mungkinan hakim

dalam men 3 : _ a gterlalu ringan, atau

memegang peranan penting, jika regulasinya baik, tetapi kualitas aparatnya tidak
baik, maka ada masalah. . Penegakan hukum dianggap sebagai salah satu faktor
penghambat dalam penyelesaian perkara pidana karena terkadang terjadi

disharmonisasi antara penyidik dan penuntut umum, sehingga dalam menjalankan
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tugasnya sering terjadi kesalahpahaman antara kedua lembaga tersebut, dan kualitas

dan kuantitas merupakan faktor lain bagi hukum.

3. Sarana dan Fasilitas

donesia masih sangat

nee W
““‘ .9 bjumlah kantor

peraturan, dan kecukupan yang halal.

5. Budaya
Budaya memiliki kapasitas yang sangat besar bagi orang dan masyarakat,
khususnya mengarahkan sehingga orang dapat melihat bagaimana mereka harus

bertindak, bertindak, dan memutuskan bagaimana mereka berhubungan dengan orang
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lain. Akibatnya, budaya adalah garis dasar perilaku yang menjabarkan aturan tentang

apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.(Soekanto.1983)

Dari unsur-unsur yang digambarkan di atas, kita dapat beralasan bahwa

ya wilayah Hubei.
ari Wuhan. Setelah
laporan ya asari pKasu rko i sidf mulai  memahami

kebiadaban sitiias emberik ategl dan kegiatan untuk

Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-
19) Indonesia memberikan arahan Medis kilat dan aspek kesehatan pencegahan
penularan virus corona di Indonesia. Panduan ini menargetkan para ahli klinis dan

populasi keseluruhan sejauh menjelaskan cara-cara mengurangi efek dan tingkat

kematian.
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Sementara itu, pengaturan baru yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum adalah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Percepatan penanganan

infeksi Covid-19 tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020. Selama

yang seluas-luasnya sejauh mengabaikan hukum dilihat dari berbagai sudut. (Sadi
n.d.)
Demonstrasi pengabaian hukum tidak hanya terbatas pada peraturan

umum, tetapi juga mencakup peraturan pidana. terlebih lagi, peraturan negara,
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termasuk peraturan otoritatif negara. Yang dimaksud dengan pelanggaran di sini
adalah demonstrasi yang mengabaikan pasal-pasal dalam Buku 111 KUHP.

Sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro: “bahwa kata

1 me ‘ idak han @ itif” tetapi juga berarti
S TSNS Yot 1
<

* rIn’ an pedoman yang

an, d3 PPeficegahan penularan
i ;

COVID-1 ké Iers iats ( aupun besar yang

dapat melu

Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan surat terkait penegakan
protokol kesehatan Covid-19. Surat bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020 tertanggal
16 November 2020 itu ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit
Prabowo. Salah satu perintah dalam surat itu adalah agar polisi menerapkan hukum

tanpa tujuan terhadap pelanggar konvensi kesejahteraan yang mengganggu
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keamanan dan permintaan publik. Surat tersebut juga memuat pasal-pasal yang

menjadi acuan, yaitu Pasal 65 KUHP, Pasal 212 KUHP, Pasal 214 ayat (1) dan (2)

KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP. Kemudian, UU Nomor 2 Tahun

(Haryanti Fitri n.d.)

Berdasarkan yang kita lihat dan rasakan saat ini, di era New Normal
masyarakat dituntut untuk terbiasa beraktifitas sehari-hari dengan menerapkan

standar protokol kesehatan. Namun, masih banyak ditemui masyarakat di Indonesia
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terkhususnya di Wilayah hukum Kabupaten Pelalawan yang tidak mengindahkan
penerapan aturan kesehatan. Seperti enggan menutup mulut (masker) ketika

berkegiatan ditempat umum, dan banyak juga di temukan masyarakat melakukan

an oleh semua
elemen D L, alal e all hukum pidana
angy terbit kurang di
alam menentukan

sikap. yangiiie atkan belum sz : 8lap bahaya wabah

ada. Dengan ‘Garafin i S ah mefakukagibanyak upaya untuk

memutuskan irns : wsRdlijunjung tinggi dan
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BAB 111
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Terhadap Pelangga otokol Kesehatan Dalam

menyebar {@eRganCce s ’ f : blik mendorong
upaya dan ‘ge | 1K-“me lilakukan di Indonesia
adalah mangje e |aly anjBersimpangan jalur
darat. Peng c Iz -:‘ - wilaya 8€Silangsung ke China

dapat diide

Anggara 2014)

Belum lama ini sejak awal kemunculannya , Covid-19 telah
menimbulkan keresahan. Di mana laju penularan Covid-19 tidak menurun, justru

meluas. Untuk menyelenggarakan pelaksanaan variasi kecenderungan baru (New
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Normal), aparat penegak hukum telah memberikan strategi Instruksi Presiden Nomor
6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol

Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-2019. Dalam Inpres tersebut

mengambil - dap indi _ < _mengikuti  konvensi
kesejahteraa kesejahteraannya
terganggu olek daerah yang dapat

mendorong engikuti konvensi

Bupati Pelalawan No.63 tahun 2020. (Zuleha 2021)

Pada prakteknya di masa pandemi, tatalaksana COVID-19 diperlukan

kerjasama semua stakeholder, untuk menanganinya diperlukan panduan tatalaksana
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yang sederhana, mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua pihak di seluruh

Indonesia. (Sukma Rifat)

sehatan dalam

setempat e o0 Jaliferaan ini adalah
kegiatan fil Di yang berencana-uni pat dari Covid-19,
ini adalah .
ditindaklanj : . Tanggung jawa yang dimaksud di

sini adalah seba ndekat ; - ebagai upaya untuk

tertuang dalam Pasal 7 Perda Pelate or 63 Tahun 2020 yang berbunyi:

(1) Orang-orang yang menyalahgunakan aturan yang disinggung akan diberikan

sanksi pada otorisasi yang berwenang sebagai:
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a. Bagi individu :

1. teguran lisan atau teguran tertulis;

lain :

a. pelanggar utama dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 500.000,00 (500

rupiah);
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b. pelanggar selanjutnya dikenakan sanksi denda sebesar Rp.

1.500.000,00 (1.000.000 500.000 rupiah); atau

c. untuk pelanggaran ketiga, denda Rp. 3,000.000,00 (3.000.000 rupiah)

Tidak disiplinnya masyarakat mematuhi protokol kesehatan dapat dilihat
dari berbagai faktor meliputi faktor pendidikan dan pemahamanan masyarakat yang
rendah dan menganggap remeh covid-19. Untuk itu Pemerintah dan SATGAS Covid-

19 di Kabupaten Pelalawan melakukan beberapa upaya kepada para pelanggar
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protokol kesehatan dengan cara memberikan peringatan secra lisan hingga

memberikan sanksi administrative kepada pelanggar protokol kesehatan tersebut.

(Budi Raharjo 2020)

menghalangi upaya penanggulangan penyebaran virus covid-19 dan dapat
dikenakan pidana Pasal 14 ayat 1. (Wandra 2021)
Mengambil pada komposisi Sri Handayani Sagala,dkk yang bertajuk The

Relationship of Knowledge and Public Attitudes Against Covid-19: A Literature
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Review terdiri bahwa “Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan
Covid- 19 masih rendah. Selain itu tingkat kepatuhan masyarakat untuk melakukan

social distance juga masih terlihat rendah, karena masih terlihat warga beraktivitas

S

jpol, berkumpul tanpa

%

%
&

Pelalawan Nomor 63 Tahun 2020 fentang Pelaksanaan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan. Ini merupakan salah satu bentuk penanggulangan dan

pengendalian 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pelalawan.(Zuleha 2021)
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“Menurut bapak Abu Bakar selaku Kepala Satgas COVID-19 di wilayah

hukum Kabupaten Pelalawan, pemerintah telah menerapkan beberapa peraturan dan

tindakan dalam penanganan covid-19, diantaranya :

penegak hukum menerapkan beberapa sanksi administrasi dan sanksi sosial bagi para

pelanggar protokol kesehatan covid-19.
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Adapun sanksi adminstrasi ini berupa :

1. Teguran secara lisan

e \

AL ) M 'o.‘
/)
&
r

\é\;’

AT ANY

1.

2.

3.

4.
lalawan, Abu Bakar
mengatakan, TI akukan denda hingga
Rp100.000 ribu an penutup kepala saat
berolahraga di luar rum ran Bupati Pelalawan (Perbup)

Nomor 63 Tahun 2020 tentang PelakSafaan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten

Pelalawan.(Red.Budi Raharjo)
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Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari bapak H.
Abizar.S.,Sos.,M.Si, selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-

Undangan Daerah (PPUD) di Kabupaten Pelalawan menyatakan bahwa pelanggar

protokol kesehatgi , ada {3 0 paten Pelalawan tercatat

Pelalawan

Dasar
Hukum
Denda
PERBUP
Penutupan
NO. 63 e
ilai Denda Tempat
TAHUN
Usaha
2020
p.16.067.000 -

corona di wilayah Kabupate » Artinya pengadaan aturan tentang
pencegahan penularan virus corona ini belum berjalan dengan efektif, atau belum

seperti yang diharapkan.

Pelanggaran terhadap protokol kesehatan ini jelas merupakan salah satu

perbuatan yang melanggar undang-undang atau aturan pemerintah yaitu Perbup
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Pelalawan No.63 Tahun 2020 yakni Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pelalawan, dimana dalam Pebup tersebut

aiib melaksanakan dan

lapangan ak dit k asyaraka na@upun badan usaha

yang melan

1. Membentuk suatu susuna gSan tentang bagaimana cara pencegahan
Covid-19 dengan mengeluarkan surat keputusan bersama antara TNI,Polri,

dan Satpol PP.
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2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait penerapan disiplin dan

penegakan hukum protokol kesehatan yakni Perbup Pelalawan No.63 Tahun

2020.

3. ik 1 ang tidak menggunakan

~ oW
W 'o.

4. Kejaksaan dan

5.

6.
7 kepada pelanggar
Satgas Covid-19 di
Kabupaten apa sanksi kepada
pelanggar yak sanksi denda. Sanksi
social berupa membersihkan sampah
tempat dilaksanakan ®mudian sanksi denda paling
banyak Rp. 100.000 dan se 50.000, besar dendanya tergantung

keputusan hakim. (H. Abizar.S.Sos.,M.Si ,Kepala Bidang PPUD, 15 Desember 2021)
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B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya

Pencegahan COVID-19 di Wilayah Hukum Kabupaten Pelalawan.

Kegiatan yang dilakukan oleh aparat pegegak hukum dan masyarakat

hukum (misalnya perenungan darr4 gatur). - peraturan yang dibentuk dalam

pedoman yang sah) terwujud. (Prima S 2008)

Dalam melakukan pelaksanaan dan upaya untuk menegakkan hukum,
aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dibidangnya tentu saja mengalami

hambatan dalam pelaksanaannya termasuk dalam upaya penegakan hukum terhadap
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protokol kesehatan Covid-19 di wilayah hukum Kabupaten Pelalawan. (Riau24.com

n.d.)

mengakui administrasi besar d™masa pandemi ini, itu benar-benar bergantung

pada strategi yang dijalankan oleh otoritas publik dan efek yang diperoleh dari
objek pendekatan, strategi terbuka secara teratur bukan untuk individu
melainkan hanya keuntungan pertemuan. pertemuan-pertemuan tertentu,

kemudian, pada saat itu, strategi publik yang diberikan oleh otoritas publik
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harus disepakati dengan individu dan diarahkan untuk mengatasi masalah

yang ada di sekitar wilayah setempat. (Soetari Endang 2018)

2) Narasi negatif dan Lemahnya Koordinasi Antar-Stakeholders

grubahan cepat dalam
plitik pertama,
AN yang sesuai
stru Kisah-kisah

diterapkan sejauh

AN oS

3)

Seperti penggusuran fisik atau sosial, daya pikat otoritas publik untuk
pemanfaatan selimut seringkali diabaikan oleh wilayah setempat yang lebih
luas. Anjuran untuk cuci tangan setelah keluar rumah juga tidak diikuti oleh

banyak penghuni. (Agustino Leo 2020)
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Maraden Sijabat,
S.H.,M.H selaku Kasubag DAL OPS Polres Pelalawan mengatakan bahwa kendala

terbesar pada awal penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat yaitu banyaknya

1. Penegak Hukum

Sidang-sidang yang langsung terkait dengan proses penegakan hukum,
khususnya kepolisian, penyidik, pengadilan, advokat, dan lembaga restoratif memiliki

tugas vital dan definitif dalam hasil upaya persyaratan regulasi di mata publik. Untuk
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situasi ini, kelompok luar biasa dibentuk, khususnya Gugus Tugas Covid-19, dalam

menangani pengesahan regulasi konvensi kesejahteraan di Kabupaten Pelalawan.

Polisi haruggmahir. Seperti yang ditunjukkan oleh Ceril O. Houla dalam

bukunya Conii

TS

e ‘(‘-3

9) Adanya asosiasi bagian'yang memiliki pemanggilan yang sebanding

Program kerja Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Pelalawan
dimanfaatkan sebagai semacam perspektif untuk melakukan tugas pokok dan diubah

menjadi program latihan. Pencipta dapat merinci bahwa mengingat luasnya tim
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Covid-19 yang harus dilakukan, untuk bekerja dengan pengaturan dan pelaksanaan
usaha oleh individu, dalam kapasitas, batasan tugas yang jelas dan terkoordinasi

disusun sebagai tugas utama. Dengan terciptanya pengaturan tugas utama, diyakini

pendekatan yan ggi sebagai proyek kerja

‘ ‘ !‘\“‘ .9& aling mendesak

mengalami Shé JOU- perts iz pbenegakan hukum
Covid-19 kare : cesadaran ma _pentingnya mematuhi
protokol kes 1 masi banyaknya masyara ik percaya akan adanya

Covid-19 in

dengan tepat dan mudah. Sarana daff™Prasarana tersebut antara lain meliputi SDM
yang terlatih dan berbakat, asosiasi yang baik, perlengkapan yang memuaskan, akun
yang memadai, dll. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, tidak terbayangkan

persyaratan regulasi untuk mencapai tujuannya.
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Mengingat dinas dan kerangka tersebut sangat vital dalam mendukung
kemajuan tim Covid-19 Kabupaten Pelalawan dalam mencegah dan menindak para

pelanggar konvensi kesejahteraan, ditambah dengan tantangan tugas yang tak dapat

disangkal merepgi aga kerja di unit tersebut.

‘ \ “!“‘ .@g gakraban harus

adalah perhatiag i erah. -3 adaran hukum suatu
daerah, ma
perhatian ya ‘ 3 g 2]akSanakan persyaratan

regulasi yan

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol
kesehatan yang telah ditetapkan merupakan faktor yang mempengaruhi belum
terwujudnya system penegakan hukum yang baik dan benar. Disebabkan oleh faktor

utamanya yaitu manusia. Dalam kaitannya dengan efektifitas penerapan/penegakan

hukum, masalah kesadaran hukum masyarakat memegang peranan yang sangat
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penting. Masyarakat yang ingin melihat terciptanya suatu ketertiban dalam
masyarakat akan berusaha untuk teratur sehingga tercipta suatu pola hubungan

tingkah laku masyarakat menurut suatu pola tertentu. (Prasasti Artika Puri 2013)

.rﬂ-‘ dak dengan cara

ini terlihat @ terbuka, dan tidak

o

ol

o

ﬂ.” r ini menurun. Hal
&
&
P

menjauh da

dibuat oleh i etapa asnya*pal J‘ lam menyelesaikan

masyarakat dalam menaati segala peratttan yang diberikan pemerintah khususnya di
Kabupaten Pelalawan, faktor lain disebabkan oleh manusia contohnya, tidak menutup
mulut, tidak berjarak dengan yang lain, berkerumunan, tidak membersihkan tangan

ata memakai handsanitaizer, dan segala hal yang di anjurkan untuk pencegahan

penularan virus covid-19. (Erdiansyah 2012)
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4. Kebudayaan

Perubahan perilaku terbuka yang paling terkenal di masa pandemi ini

adalah berolahraga di gumah, lebih banyak mencucigangan, dan melakukan ramah

patasi pandemi
ini. Mere - al sebedo : masalah. Pada fase-
fase awalW¥ps _ 2 kews . ( andPemerintah, atau
ndonesia, dengan
cepat berdampak ‘ nkan ke 7 yang baik untuk
menghind pada pertengahan
2020 bagai an informasi yang
cepat dan Hendra Pakpahan,

Direktorat Je

semakin sederhana penegakan hik agi pula, dengan asumsi suatu pedoman
hukum tidak pantas atau bertentangan dengan cara hidup daerah setempat, maka akan

semakin sulit untuk menerapkan undang-undang tersebut. (Doly 2021)

Penulis telah mewawancarai beberapa Masyarakat dan pelanggar

protokol kesehatan terkait protokol kesehatan covid-19. Adapun hasil wawancara
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terhadap beberapa masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan ini

dirangkum dalam table berikut :

No

1. | Sari

2. | Uci

menanganin

pandemic covid-19.

yang sangat cepat

dari waktu ke waktu.

Aspek 111

Aparat penegak
hukum melakukan
razia masal
terhadap  protokol

kesehatan.

3. |lra Protokol kesehatan

merupakan budaya

Penularan virus

covid-19 sangat

Diberikan  sanksi

sesuai dengan
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kehidupan baru
(New Normal) bagi

masyarakat.

cepat dari individu

ke individu lain.

| K
o

Karena masih ada
a4

Undang-Undang
yang mengatur
terkait pelanggaran

Prokes Covid-19.

yang
di
tidak
untuk

angka

ketat,

pemberian  sanksi
yang diberikan oleh
pemerintah kepada

masyarakat.

Berdasakan hasil wawancara yag disajikan pada tabel diatas,

dihasilkan analisis sebagai berikut :
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Pada Aspek I, seluruh subyek mengetahui adanya peraturan tentang
tatanan hidup baru (New Normal) dalam upaya pencegahan penularan Virus Covid-

19, namun hanya sebagian subyek yang mematuhi atau mengikuti kebiasaan baru

misalnya @€ng igunak . dak¥ membatasi jarak

ditempat u

peraturan itu namun mereka tidak MeAgindahkan atau melaksanakan aturan yang

telah dibuat di saat tidak ada pengawasan dari pemerintah atau satgas Covid-19.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Memberikan teguran secara lisan kepada masyarakat yang tidak menggunakan
masker, serta melakukan razia operasi yang melibatkan instansi TNI,Polri,
Kejaksaan dan Pengadilan. Dalam razia ini juga beberapa kali dilakukan

siding ditempat untuk para pelanggar protokol kesehatan. Pemerintah
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Kabupaten Pelalawan juga memberlakukan pembatasan jam malam dan
memberikan sanksi administrative, sosial, ataupun denda kepada pelanggar

protokol kesehatan.

id-19 oleh Satgas Covid-

‘ ‘ “““ .ea esehatan yaitu

an adanya upaya
kesehatan saat
dan pemahaman

emeh Virus Covid-19

1. Kepada aparat penegak huk ovid-19 agar memberikan penyuluhan,
edukasi dan evaluasi terkait virus corona kepada masyarakat, guna masyarakat
percaya serta yakin bahwa virus Covid-19 ini nyata dan sangat berbahaya bagi

kehidupan serta masyarakat mengetahui peraturan yang berlaku dan memiliki

kesadaran hukum tentang Covid-19.
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2. Melakukan pengawasan secara ketat kepada masyarakat guna meminimalisir
angka penyebaran virus Covid-19 dan memberikan edukasi tentang betapa

berbahayanya virus Covid-19 dan pentingnya menjaga kesehatan dimasa

emberikan teguran baik

‘ “Q““‘ .’é asi, dan sanksi
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